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Abstract 

Law as a method is always declared to be generally applicable to anyone and anywhere in the 

territory of the country, without discrimination. Although there are exceptions stated 

explicitly and based on certain reasons that can be accepted and justified. Basically, the law 

does not apply in a discriminatory manner, except for law enforcement officials or 

organizations in social reality that have imposed the law in a discriminatory manner. Finally, 

law enforcement does not reflect the existence of legal certainty and a sense of justice in 

society. Law will be meaningful if human behavior is influenced by law and if people use the 

law according to their behavior, while on the other hand the effectiveness of the law is 

closely related to the problem of legal compliance as the norm. This is different from the 

basic policies that are relatively neutral and depend on the universal value of the objectives 

and reasons for establishing legislation. In practice we see that there are laws which are 

mostly obeyed and there are laws that are not obeyed. The legal system will clearly collapse 

if everyone does not comply with the law and the law will lose its meaning. The 

ineffectiveness of laws tends to influence the timing of attitudes and quantity of non-

compliance and has a real effect on legal behavior, including behavior of lawbreakers. This 

condition will affect law enforcement which guarantees certainty and justice in the 

community. 
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Intisari 

Hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja 

dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan 

secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada 

dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi 

penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. 

Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan 

dalam masyarakat. Hukum akan menjadi berarti apabila perilaku manusia dipengaruhi oleh 

hukum dan apabila masyarakat menggunakan hukum menuruti perilakunya, sedangkan di 

lain pihak efektivitas hukum berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. 

Hal ini berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral dan bergantung pada nilai 

universal dari tujuan dan alasan pembentukan undang-undang. Dalam praktek kita melihat 

ada undang-undang sebagian besar dipatuhi dan ada undang-undang yang tidak dipatuhi. 

Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan 

undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidakefektifan undang-undang cenderung 

mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata 

terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan 

mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. 

Kata Kunci : Pandangan, hukum, keadilan.  
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A. Latar Belakang 

Masalah penegakan hukum 

adalah merupakan suatu persoalan 

yang dihadapi oleh setiap masyarakat. 

Walaupun kemudian setiap 

masyarakat dengan karakteristiknya 

masing-masing, mungkin memberikan 

corak permasalahannya tersendiri di 

dalam kerangka penegakan hukumnya. 

Namun setiap masyarakat mempunyai 

tujuan yang sama, agar di dalam 

masyarakat tercapai kedamaian 

sebagai akibat dari penegakan hukum 

yang formil. 

Kedamaian tersebut dapat 

diartikan bahwa di satu pihak terdapat 

ketertiban antar pribadi yang bersifat 

ekstern dan di lain pihak terdapat 

ketenteraman pribadi intern. Demi 

tercapainya suatu ketertiban dan 

kedamaian maka hukum berfungsi 

untuk memberikan jaminan bagi 

seseorang agar kepentingannya 

diperhatikan oleh setiap orang lain. 

Jika kepentingan itu terganggu, maka 

hukum harus melindunginya, serta 

setiap ada pelanggaran hukum. Oleh 

karenanya hukum itu harus 

dilaksanakan dan ditegakkan tanpa 

membeda-bedakan atau tidak 

memberlakukan hukum secara 

diskriminatif. 

Karakteristik hukum sebagai 

kaedah selalu dinyatakan berlaku 

umum untuk siapa saja dan di mana 

saja dalam wilayah negara, tanpa 

membeda-bedakan. Meskipun ada 

pengecualian dinyatakan secara 

eksplisit dan berdasarkan alasan 

tertentu yang dapat diterima dan 

dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu 

tidak berlaku secara diskriminatif, 

kecuali oknum aparat atau organisasi 

penegak hukum dalam kenyataan 

sosial telah memberlakukan hukum itu 

secara diskriminatif. Akhirnya 

penegakan hukum tidak 

mencerminkan adanya kepastian 

hukum dan rasa keadilan dalam 

masyarakat. 

penegakan hukum, tekanannya 

selalu diletakkan pada aspek 

ketertiban. Hal ini mungkin sekaPli 

disebabkan oleh karena hukum 

diidentikkan dengan penegakan 

perundang-undangan, asumsi seperti 

ini adalah sangat keliru sekali, karena 

hukum itu harus dilihat dalam satu 

sistem, yang menimbulkan interaksi 

tertentu dalam berbagai unsur sistem 

hukum. 
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B. PEMBAHASAN 

 

A. Hukum Sebagai Suatu 

Sistem 

Sistem hukum tidak hanya 

mengacu pada aturan (codes of rules) 

dan peraturan (regulations), namun 

mencakup bidang yang luas, meliputi 

struktur, lembaga dan proses 

(procedure) yang mengisinya serta 

terkait dengan hukum yang hidup 

dalam masyarakat (living law) dan 

budaya hukum (legal structure). 

Menurut Lawrence Friedman, 

unsur-unsur sistem hukum itu terdiri 

dari struktur hukum (legal structure), 

substansi hukum (legal substance) dan 

budaya hukum (legal culture).
1
  

Struktur hukum meliputi badan 

eksekutif, legislatif dan yudikatif serta 

lembaga-lembaga terkait, seperti 

Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, 

Komisi Judisial, Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 

lain-lain. Sedangkan substansi hukum 

adalah mengenai norma, peraturan 

maupun undang-undang.  

                                                           
1
  Lawrence Friedman, “American 

Law”, (London: W.W. Norton & Company, 

1984), hal. 6. 

Budaya hukum adalah meliputi 

pandangan, kebiasaan maupun 

perilaku dari masyarakat mengenai 

pemikiran nilai-nilai dan pengharapan 

dari sistim hukum yang berlaku, 

dengan perkataan lain, budaya hukum 

itu adalah iklim dari pemikiran sosial 

tentang bagaimana hukum itu 

diaplikasikan, dilanggar atau 

dilaksanakan. Tanpa budaya hukum 

sistem hukum itu sendiri tidak akan 

berdaya, seperti ikan mati yang 

terkapar di keranjang, bukan seperti 

ikan hidup yang berenang di lautnya 

(without legal culture, the legal system 

is inert, a dead fish lying in a basket, 

not a living fish swimming in its sea).
2
 

Setiap masyarakat, negara dan 

komunitas mempunyai budaya hukum. 

Selalu ada sikap dan pendapat 

mengenai hukum. Hal ini tidak berarti 

bahwa setiap orang dalam satu 

komunitas memberikan pemikiran 

yang sama.  

Banyak sub budaya dari suku-

suku yang ada, agama, kaya, miskin, 

penjahat dan polisi mempunyai 

budaya yang berbeda antara satu 

dengan yang lainnya. Yang paling 

menonjol adalah budaya hukum dari 

orang dalam, yaitu hakim dan 

                                                           
2
  Ibid, hal. 7. 
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penasihat hukum yang bekerja di 

dalam sistem hukum itu sendiri, 

karena sikap mereka membentuk 

banyak keragaman dalam sistem 

hukum. Setidak-tidaknya kesan ini 

akan mempengaruhi penegakan 

hukum dalam masyarakat. 

Hukum adalah kontrol sosial 

dari pemerintah (law is governmental 

social control), sebagai aturan dan 

proses sosial yang mencoba 

mendorong perilaku, baik yang 

berguna atau mencegah perilaku yang 

buruk.
3
 Di sisi lain kontrol sosial 

adalah jaringan atau aturan dan proses 

yang menyeluruh yang membawa 

akibat hukum terhadap perilaku 

tertentu, misalnya aturan umum 

perbuatan melawan hukum.
4
 Tidak ada 

cara lain untuk memahami sistem 

hukum selain melihat perilaku hukum 

yang dipengaruhi oleh aturan 

keputusan pemerintah atau undang-

undang yang dikeluarkan oleh pejabat 

yang berwenang. Jika seseorang 

berperilaku secara khusus adalah 

karena diperintahkan hukum atau 

karena tindakan pemerintah atau 

                                                           
3
  Donald Black, “Behavior of 

Law”, (New York, San Fransisco, London: 

Academic Press, 1976), hal. 2. 
4
  Lawrence Friedman, Op.cit, hal. 

3. 

pejabat lainnya atau dalam sistem 

hukum. 

Tetapi kita juga membutuhkan 

kontrol sosial terhadap pemerintah, 

karena tidak dapat kita pungkiri, 

bahwa tiada kuda tanpa kekang. 

Begitu juga tiada penguasa dan 

aparaturnya yang bebas dari kontrol 

sosial. Semua tahu ada orang yang 

berwenang menyalahgunakan 

jabatannya, praktek suap dan KKN 

sering terjadi dalam tirani birokrat. 

Maka untuk memperbaiki harus ada 

kontrol yang dibangun dalam sistim. 

Dengan kata lain, hukum mempunyai 

tugas jauh mengawasi penguasa itu 

sendiri, kontrol yang dilakukan 

terhadap pengontrol. Pemikiran ini 

berada di balik pengawasan dan 

keseimbangan (check and balance) 

dan di balik Peradilan Tata Usaha 

Negara, Inspektur Jenderal, Auditur 

dan lembaga-lembaga seperti, KPK, 

Komisi Judisial. Kesemuanya ini harus 

mempunyai komitmen yang tinggi 

untuk memberantas segala bentuk 

penyalahgunaan wewenang dari pihak 

penguasa. 

Hukum akan menjadi berarti 

apabila perilaku manusia dipengaruhi 

oleh hukum dan apabila masyarakat 
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menggunakan hukum menuruti 

perilakunya, sedangkan di lain pihak 

efektivitas hukum berkaitan erat 

dengan masalah kepatuhan hukum 

sebagai norma. Hal ini berbeda dengan 

kebijakan dasar yang relatif netral dan 

bergantung pada nilai universal dari 

tujuan dan alasan pembentukan 

undang-undang. 

Dalam praktek kita melihat ada 

undang-undang sebagian besar 

dipatuhi dan ada undang-undang yang 

tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas 

akan runtuh jika setiap orang tidak 

mematuhi undang-undang dan 

undang-undang itu akan kehilangan 

maknanya. Ketidakefektifan undang-

undang cenderung mempengaruhi 

waktu sikap dan kuantitas 

ketidakpatuhan serta mempunyai efek 

nyata terhadap perilaku hukum, 

termasuk perilaku pelanggar hukum. 

Kondisi ini akan mempengaruhi 

penegakan hukum yang menjamin 

kepastian dan keadilan dalam 

masyarakat. 

Kepastian hukum dapat kita 

lihat dari dua sudut, yaitu kepastian 

dalam hukum itu sendiri dan kepastian 

karena hukum. “Kepastian dalam 

hukum” dimaksudkan bahwa setiap 

norma hukum itu harus dapat 

dirumuskan dengan kalimat-kalimat di 

dalamnya tidak mengandung 

penafsiran yang berbeda-beda. 

Akibatnya akan membawa perilaku 

patuh atau tidak patuh terhadap 

hukum. Dalam praktek banyak timbul 

peristiwa-peristiwa hukum, di mana 

ketika dihadapkan dengan substansi 

norma hukum yang mengaturnya, 

kadangkala tidak jelas atau kurang 

sempurna sehingga timbul penafsiran 

yang berbeda-beda yang akibatnya 

akan membawa kepada ketidakpastian 

hukum.  

Sedangkan “kepastian karena 

hukum” dimaksudkan, bahwa karena 

hukum itu sendirilah adanya kepastian, 

misalnya hukum menentukan adanya 

lembaga daluarsa, dengan lewat waktu 

seseorang akan mendapatkan hak atau 

kehilangan hak. Berarti hukum dapat 

menjamin adanya kepastian bagi 

seseorang dengan lembaga daluarsa 

akan mendapatkan sesuatu hak 

tertentu atau akan kehilangan sesuatu 

hak tertentu. 

Hukum tidak identik dengan 

undang-undang, jika hukum 

diidentikkan dengan perundang-

undangan, maka salah satu akibatnya 
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dapat dirasakan, adalah kalau ada 

bidang kehidupan yang belum diatur 

dalam perundang-undangan, maka 

dikatakan hukum tertinggal oleh 

perkembangan masyarakat. Demikian 

juga kepastian hukum tidak identik 

dengan dengan kepastian undang-

undang. Apabila kepastian hukum 

diidentikkan dengan kepastian 

undang-undang, maka dalam proses 

penegakan hukum dilakukan tanpa 

memperhatikan kenyataan hukum 

(Werkelijkheid) yang berlaku. 

Para penegak hukum yang 

hanya bertitik tolak dari substansi 

norma hukum formil yang ada dalam 

undang-undang (law in book’s), akan 

cenderung mencederai rasa keadilan 

masyarakat. Seyogyanya 

penekanannya di sini, harus juga 

bertitik tolak pada hukum yang hidup 

(living law). Lebih jauh para penegak 

hukum harus memperhatikan budaya 

hukum (legal culture), untuk 

memahami sikap, kepercayaan, nilai 

dan harapan serta pemikiran 

masyarakat terhadap hukum dalam 

sistim hukum yang berlaku. 

 

B. Pandangan Filsafat 

Terhadap Hukum 

Filsafat hukum merupakan 

bagian penelusuran kebenaran yang 

tersaji dalam ruang lingkup filsafat. 

Filsafat adalah kegiatan berpikir 

secara sistematikal yang hanya dapat 

merasa puas menerima hasil-hasil 

yang timbul dari kegiatan berfikir itu 

sendiri. Filsafat tidak membatasi diri 

hanya pada gejala-gejala indrawi, 

fisikal, psikhikal atau kerohanian saja. 

Ia juga tidak hanya mempertanyakan 

“mengapa” dan “bagaimana”-nya 

gejala-gejala ini, melainkan juga 

landasan dari gejala-gejala itu yang 

lebih dalam, ciri-ciri khas dan hakikat 

mereka. Ia berupaya merefleksi 

hubungan teoritikal, yang di dalamnya 

gejala-gejala tersebut dimengerti atau 

dipikirkan.
5
  

                                                           
5
 Arief Sidharta, Meuwissen Tentang 

Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori 

Hukum, dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, 

Bandung, 2007, hal 1. Lihat juga Ahmad 

Azhar Basyir, Pokok-pokok Persoalan Filsafat 

Hukum Islam, UII Press, Yogyakarta, 2000, 

hal 1. Kata filsafat atau falsafat berasal dari 

kata Arab “falsafah” yang diturunkan dari 

kata Yunani “philosophia” yang merupakan 

kata gabungan dari kata philein yang berarti 

mencintai atau philia yang berarti cinta dan 

kata shopia yang berarti kebijaksanaan. 

Dengan demikian, kata philosophia, filsafah, 

falsafat, berarti mencintai atau cinta kepada 

kebijaksanaa. Orang yang mencintai 

kebijaksanaan disebut philosophos yang dalam 

bahasa Arab disebut “failasuf’ (jamaknya: 

filasifah) dan dalam bahasa Indonesia disebut 

“filosuf”.   
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Dalam hal itu, maka filsafat 

tidak akan pernah terlalu lekas puas 

dengan suatu jawaban. Setiap dalil 

filsafat harus terargumentasikan atau 

dibuat dapat dipahami secara rasional. 

Karena bagaimanapun filsafat adalah 

kegiatan berfikir, artinya dalam suatu 

hubungan dialogikal dengan yang lain 

ia berupaya merumuskan argumen-

argumen untuk memperoleh 

pengkajian. Berikutnya filsafat 

menurut hakikatnya bersifat terbuka 

dan toleran. Filsafat bukanlah 

kepercayaan atau dogmatika, jika ia 

tidak lagi terbuka bagi argumentasi 

baru dan secara kaku berpegangan 

pada pemahaman yang sekali telah 

diperoleh, tidak heran ketika 

kefilsafatan secara praktikal akan 

menyebabkan kekakuan.
6
 

Ada pendapat yang 

mengatakan bahwa karena fisafat 

hukum merupakan bagian khusus dari 

filsafat pada umumnya, maka berarti 

filsafat hukum hanya mempelajari 

hukum secara khusus. Sehingga, hal-

hal non hukum menjadi tidak relevan 

dalam pengkajian filsafat hukum. 

Penarikan kesimpulan seperti ini 

sepertinya tidak begitu tepat. Filsafat 

hukum sebagai suatu filsafat yang 

                                                           
6
 Ibid. 

khusus mempelajari hukum hanyalah 

suatu pembatasan akademik dan 

intelektual saja dalam usaha studi dan 

bukan menunjukkan hakekat dari 

filsafat hukum itu sendiri.
7
   

Sebagai filsafat, filsafat hukum 

semestinya memiliki sikap 

penyesuaian terhadap sifat-sifat, cara-

cara dan tujuan-tujuan dari filsafat 

pada umumnya. Di samping itu, 

hukum sebagai obyek dari filsafat 

hukum akan mempengaruhi filsafat 

hukum. Dengan demikian secara 

timbal balik antara filsafat hukum dan 

filsafat saling berhubungan. 

Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa filsafat hukum 

adalah cabang filsafat, yaitu filsafat 

tingkah laku atau etika, yang 

mempelajari hakikat hukum. Dengan 

perkataan lain, filsafat hukum adalah 

ilmu yang mempelajari hukum secara 

filosofis. Jadi objek filsafat hukum 

adalah hukum, dan objek tersebut 

dikaji secara mendalam sampai kepada 

inti atau dasarnya, yang disebut 

hakikat.
8
 

                                                           
7
 Sugiyanto Darmadi, Kedudukan 

Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat, Mandar 

Maju, Bandung, 1998, hal 18. 
8
 Darji Darmodiharjo dan Arief 

Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa 

dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, 
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Pertanyaan tentang apa hakikat 

hukum itu sekaligus merupakan 

pertanyaan filsafat hukum juga. 

Pertanyaan tersebut mungkin saja 

dapat dijawab oleh ilmu hukum, tetapi 

jawaban yang diberikan ternyata serba 

tidak memuaskan. Menurut 

Apeldorn,
9
 hal tersebut tidak lain 

karena ilmu hukum hanya 

memberikan jawaban yang sepihak. 

Ilmu hukum hanya melihat gejala-

gejala hukum sebagaimana dapat 

diamati oleh pancaindra manusia 

mengenai perbuatan-perbuatan 

manusia dan kebiasaan-kebiasaan 

masyarakat. Sementara itu 

pertimbangan nilai di balik gejala-

gejala hukum, luput dari pengamatan 

ilmu hukum. Norma atau kaidah 

hukum, tidak termasuk dalam dunia 

kenyataan (sein), tetapi berada pada 

dunia nilai (sollen), sehingga norma 

hukum bukan dunia penyelidikan ilmu 

hukum.     

Refleksi filsafat hukum 

melandaskan diri pada kenyataan 

hukum, oleh karena itu ia 

merenungkan semua masalah 

                                                                            
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hal 

10-11. 
9
 Van Apeldorn, Pengantar Ilmu 

Hukum, Cet. Ke 22 Pradnya Paramita, Jakarta, 

1985, hal 439. 

fundamental dan masalah marginal 

yang berkaitan  dengan gejala hukum. 

Setidaknya refleksi filsafat hukum 

berangkat dari bidang penyelidikan 

secara folosofis yang pada gilirannya 

dapat menemukan penelusuran 

terhadap landasan (dasar-dasar) 

kebenaran. Maka dengan itu, ada tiga 

bidang penyelidikan ilmu hukum 

dalam kajian “filsafat hukum”, antara 

lain;
10

 

(1)  Masalah mengenai konsep atau 

sifat hukum.  

Bidang penyelidikan ini mencakup 

konsep-konsep pokok lainnya yang 

dianggap ada hubungannya secara 

esensial dengan konsep tentang 

hukum, misalnya sumber, subyek 

hukum, kewajiban hukum, kaedah 

hukum, dan juga sanksi hukum. 

Bidang penyelidikan yang 

terutama ini lebih dikenal sebagai 

mazhab analitis, oleh karena ia 

bertujuan untuk menganalisa dan 

memberi definisi kepada konsep-

konsep yang disebut di atas. 

Mazhab analitis dikemukakan oleh 

John Austin, yang memiliki ciri 

formalisme yang metodis. Hukum 

sebagai dianggapnya sebagai suatu 

sistem kaedah-kaedah positif, yaitu 

kaedah-kaedah yang efektif dalam 

kenyataannya. Ilmu hukum hanya 

bertujuan untuk menentukan 

adanya kaedah-kaedah ini dalam 

                                                           
10

 S.Tasrif, Bunga Rampai Filsafat 

Hukum, Abardin, Jakarta, 1986 hal 13-15. 
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hukum yang berlaku lepas dari 

nilai-nilai etis dan pertimbangan-

pertimbangan politis. Demikian 

juga mazhab analitis tidak 

mempersoalkan masalah-masalah 

yang ada hubungannya dengan 

keadaan-keadaan sosial ke dalam 

mana hukum itu masuk-yaitu 

faktor-faktor sosial yang 

menentukan penciptaan hukum 

dan pertumbuhannya dan akibat-

akibat sosial yang dihasilkan atau 

dimaksud untuk dihasilkan oleh 

kaedah-kaedah hukum.   

(2)  Masalah tujuan atau cita-cita 

hukum. 

 Bidang penyelidikan ini 

memusatkan perhatiannya kepada 

prinsip rasional yang memberikan 

kepada hukum “keabsahan-nya” 

atau “kekuatan mengikatnya” yang 

khusus, dan merupakan kriterium 

bagi “benarnya” suatu kaedah 

hukum. Pada umunya cita-cita 

hukum itu dianggap adalah 

keadilan. Disinilah muncul 

pertanyaan-pertanyaan pokok 

tentang hubungan antara keadilan 

dan hukum positif; peranan yang 

dimainkan oleh prinsip keadilan 

dalam perundang-undangan, 

pengadilan dan sebagainya. Aliran 

hukum semacam ini sering dikenal 

sebagai ilmu hukum etis atau 

filsafat hukum alam, aliran pikiran 

ini yang erat hubungannya dengan 

pendekatan secara religius atau 

metafisis-filosofis, mempunyai 

sejarah panjang. Filsafat hukum 

alam dimulai sejak sejak filsuf-

filsuf Yunani pertama hingga 

zaman kita sekarang ini. Filsafat 

ini mencapai puncak klasiknya 

dalam sistem-sistem rasionalitas 

yang besar dalam abad ketujuh 

belas dan kedelapan belas. 

Sesudah reaksi dari mazhab 

sejarah dan positivis dalam abad 

kesembilan belas, filsafat hukum 

alam telah mendapat pengaruh lagi 

dalam abad sekarang ini. Dasar 

filosofisnya pertama-tama dan 

secara utama adalah filsafat 

skolastik katolik yang diteruskan 

dalam hukum alam kaum Thomis; 

dan berbagai perkembangan dari 

sistem-sistem Kant dan Hegel. 

Teori-teori mengenai hukum alam 

telah juga menemukan dasar dalam 

mazhab-mazhab filsafat lainnya 

(utilitarianisme, filsafat solidaritas, 

intuisionisme Bergson, 

fenomenologisme Husserl dan 

lain-lain). 

(3)  Masalah pola antarpengaruh 

hukum dan masyarakat. 

  Bidang penyelidikan ini 

mencakup pertanyaan-pertanyaan 

yang berhubungan dengan asal 

usul historis dan pertumbuhan dari 

hukum: dengan faktor-faktor sosial 

yang dalam zaman kita 

menentukan isi variabel dari 

hukum; dengan bergantungnya 

hukum dan pengaruh terhadap 

ekonomi dan kesadaran hukum 

rakyat; dengan akibat-akibat sosial 

dari kaedah-kaedah hukum atau 

lembaga-lembaga tertentu; dengan 

kekuasaan pembentuk undang-

undang untuk membimbing 

perkembangan sosial; dengan 
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hubugan antara hukum yang 

“hidup” dengan hukum teoritis dan 

kekuatan-kekuatan yang 

sebenarnya menjadi motif bagi 

penerapan hukum berlainan 

dengan alasan-alasan rasional 

dalam setiap putusan.     

Pada dasarnya ketiga bidang 

penyelidikan filsafat hukum ini 

merupakan suatu metode untuk 

mencari kebenaran, yang merupakan 

prinsip-prinsip fundamental atau 

mendasar tentang hakikat hukum 

tersebut. Kerja filsafat merupakan 

usaha-usaha untuk menguji prinsip-

prinsip dasar tersebut. Secara 

epistemologis ada tiga teori tentang 

kebenaran yakni; the correspondence 

theory of truth, the coherence theory 

of truth, dan pragmatic theory of 

truth.
11

 Ketiga teori ini mendasarkan 

pengertian dalam pencarian 

kebenaran. Jadi tujuan filsafat hukum 

dan ilmu hukum berbeda dari tujuan 

hukum. Hukum itu sendiri bertujuan 

hendak mencari keadilan, kepastian 

hukum, dan ketertiban. Tujuan hukum 

bersifat etis, yakni bersumber pada 

kebaikan. 

Tiga teori kebenaran yang 

telah disebut dimuka, dapat diterapkan 

                                                           
11

 Teguh Prasetyo, Ilmu Hukum dan 

Filsafat Hukum, Cetakan. II, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2007, hal 16. 

dalam filsafat hukum, ilmu hukum, 

dan teknik hukum. Teori 

korespondensi memandang bahwa 

suatu pernyataan adalah benar bila 

sesuai atau sebanding dengan 

kenyataan yang menjadi objeknya, 

teori ini sesuai dengan dimensi 

perilaku hukum dan menjadi bahan 

kajian sosiologi hukum dan 

antropologi hukum. Kemudian teori 

koherensi berpendapat bahwa suatu 

pernyataan adalah benar apabila sesuai 

dengan pernyataan sebelumnya, dalam 

pengertian inilah yang menjadi 

landasan bahan kajian filsafat hukum. 

Berbeda dengan teori pragmatik, 

bahwa suatu pernyataan adalah benar 

bila berguna bagi kehidupan praktis, 

yang sesuai dengan bahan kajian 

teknik hukum secara praksis.
12

  

Teori koherensi mengantarkan 

kita, sebagaimana berfikir secara 

kefilsafatan untuk memiliki 

karakteristik yang bersifat menyeluruh 

dan universal. Dengan cara berfikir 

holistik tersebut, maka siapa saja yang 

mempelajari filsafat hukum diajak 

untuk berwawasan luas dan terbuka. 

Kemudian filsafat hukum dengan sifat 

universalitasnya, memandang 

kehidupan secara menyeluruh, tidak 

                                                           
12

 Ibid. 
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memandang hanya bagian-bagian dari 

gejala kehidupan saja atau secara 

partikular. Dengan demikian filsafat 

hukum dapat menukik pada persoalan 

lain yang relevan atau menerawang 

pada keseluruhan dalam perjalanan 

refelektifnya, tidak hanya 

memecahkan masalah-masalah yang 

dihadapinya. 

Melihat fungsi filsafat hukum 

lebih jauh; ialah sebagai cara pandang 

untuk berfikir secara kreatif dengan 

menetapkan nilai, menetapkan tujuan, 

menentukan arah, dan menuntun pada 

jalan baru. Adanya karakteristik 

khusus dari pemikiran filsafat hukum 

di atas sekaligus juga menunjukkan 

letak urgensinya. Dengan mengetahui 

dan memahami filsafat hukum dengan 

berbagai sifat dan karakternya 

tersebut, maka sebenarnya filsafat 

hukum dapat dijadikan salah satu 

alternatif untuk ikut membantu 

memberikan jalan keluar terhadap 

orientasi keadilan sosial selama ini. 

Tentu saja kontribusi yang dapat 

diberikan dari agenda refleksi filsafat 

hukum dalam bentuk konsepsi dan 

persepsi terhadap pendekatan yang 

hendak dipakai dalam penyelesaian 

masalah-masalah sosial yang terjadi. 

Pendekatan mana didasarkan pada 

sifat-sifat dan karakter yang melekat 

pada filsafat hukum itu sendiri.  

 

C. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum pada 

prinsipnya harus dapat memberi 

manfaat atau berdaya guna (utility) 

bagi masyarakat, namun di samping 

itu masyarakat juga mengharapkan 

adanya penegakan hukum untuk 

mencapai suatu keadilan. Kendatipun 

demikian tidak dapat kita pungkiri, 

bahwa apa yang dianggap berguna 

(secara sosiologis) belum tentu adil, 

begitu juga sebaliknya apa yang 

dirasakan adil (secara filosopis), 

belum tentu berguna bagi masyarakat.  

Dalam kondisi yang demikian 

ini, masyarakat hanya menginginkan 

adanya suatu kepastian hukum, yaitu 

adanya suatu peraturan yang dapat 

mengisi kekosongan hukum tanpa 

menghiraukan apakah hukum itu adil 

atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini 

memaksa pemerintah untuk segera 

membuat peraturan secara praktis dan 

pragmatis, mendahulukan bidang-

bidang yang paling mendesak sesuai 

dengan tuntutan masyarakat tanpa 

perkiraan strategis, sehingga 

melahirkan peraturan-peraturan yang 
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bersifat tambal sulam yang daya 

lakunya tidak bertahan lama. 

Akibatnya kurang menjamin kepastian 

hukum dan rasa keadilan dalam 

masyarakat. 

Sebaiknya mekanisme dan 

prosedur untuk menentukan prioritas 

revisi atau pembentukan undang-

undang baru, masyarakat harus 

mengetahui sedini mungkin dan tidak 

memancing adanya resistensi dari 

masyarakat, maka setidak-tidaknya 

dilakukan dua macam pendekatan 

yaitu pendekatan sistem dan 

pendekatan kultural politis.  

Melalui pendekatan sistem 

prioritas revisi atau pembentukan 

undang-undang baru, harus dilihat 

secara konstekstual dan konseptual 

yang bertalian erat dengan dimensi-

dimensi geopolitik, ekopolitik, 

demopolitik, sosiopolitik dan 

kratopolitik. Dengan kata lain politik 

hukum tidak berdiri sendiri, lepas dari 

dimensi politik lainnya, apalagi jika 

hukum diharapkan mampu berperan 

sebagai sarana rekayasa sosial. 

Kepicikan pandangan yang hanya 

melihat hukum sebagai alat pengatur 

dan penertib saja, tanpa menyadari 

keserasian hubungannya dengan 

dimensi-dimensi lain, akan melahirkan 

produk dan konsep yang kaku tanpa 

cakrawala wawasan dan pandangan 

sistemik yang lebih luas dalam 

menerjemahkan perasaan keadilan 

hukum masyarakat.
13

 

Substansi undang-undang 

sebaiknya disusun secara taat asas, 

harmoni dan sinkron dengan nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu 

harus dilakukan dengan 

mengabstraksikan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 kemudian 

menderivasi, yakni menurunkan 

sejumlah asas-asas untuk dijadikan 

landasan pembentukan undang-

undang. Semua peraturan-peraturan 

hukum yang dikeluarkan secara 

sektoral oleh departemen-departemen 

yang bersangkutan harus serasi dan 

sinkron dengan ketentuan undang-

undang. Perlu kita maklumi bahwa 

                                                           
13

 Selanjutnya dijelaskan bahwa 

faktor utama: (1) kesatuan wilayah sebagai 

subsistimnya adalah geopolitik; (2) kesatuan 

masyarakat sebagai subsistemnya adalah 

sosiopolitik; (3) kesatuan cita, perjuangan dan 

tujuan sebagai subsistimnya adalah ekopolitik; 

(4) kesatuan sumber moral sebagai 

subsistimnya adalah demopolitik; dan (5) 

kesatuan sistim hukum dan sistim 

pemerintahan sebagai subsistimnya adalah 

kratopolitik. M. Solly Lubis, “Serba-serbi 

Politik dan Hukum”, (Bandung: Mandar Maju, 

1989), hal. 48 dan 94-96. 
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banyak peraturan undang-undang 

sering tidak berpijak pada dasar moral 

yang dikukuhi rakyat, bahkan sering 

bertentangan.  

Pada taraf dan situasi seperti 

ini, kesadaran moral warga masyarakat 

tentu saja tidak akan lagi selalu sama 

dan sebangun dengan kesadaran 

hukum rakyat. Hukum yang 

dikembangkan dari cita pembaharuan 

dan pembangunan negara-negara 

nasional pun karenanya akan 

memerlukan dasar legitimasi lain, 

yang tak selamanya dipungut begitu 

saja dari legitimasi moral rakyat yang 

telah ada selama ini. Hukum-hukum 

ekonomi, lalu lintas dan tata kota yang 

mendasarkan diri maksud-maksud 

pragmatis jelaslah kalau terlepas dari 

kesadaran moral tradisional.
14

 

Dalam pelaksanaan penegakan 

hukum, keadilan harus diperhatikan, 

namun hukum itu tidak identik dengan 

keadilan, hukum itu bersifat umum, 

mengikat setiap orang, bersifat 

menyamaratakan. Setiap orang yang 

mencuri harus dihukum tanpa 

membeda-bedakan siapa yang 
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 Soetandyo Wignjosoebroto, 

“Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika 

Masalahnya”, Cetakan Pertama, (Jakarta: 

ELSAM dan HUMA, 2002), hal. 380. 

mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat 

subjektif, individualistis dan tidak 

menyamaratakan.
15

 Adil bagi 

seseorang belum tentu dirasakan adil 

bagi orang lain. 

Aristoteles dalam buah 

pikirannya “Ethica Nicomacea” dan 

“Rhetorica” mengatakan, hukum 

mempunyai tugas yang suci, yakni 

memberikan pada setiap orang apa 

yang berhak ia terima. Anggapan ini 

berdasarkan etika dan berpendapat 

bahwa hukum bertugas hanya 

membuat adanya keadilan saja 

(Ethische theorie). Tetapi anggapan 

semacam ini tidak mudah 

dipraktekkan, maklum tidak mungkin 

orang membuat peraturan hukum 

sendiri bagi tiap-tiap manusia, sebab 

apabila itu dilakukan maka tentu tak 

akan habis-habisnya. Sebab itu pula 

hukum harus membuat peraturan 

umum, kaedah hukum tidak diadakan 

untuk menyelesaikan suatu perkara 

tertentu. Kaedah hukum tidak 

menyebut suatu nama seseorang 

tertentu, kaedah hukum hanya 

membuat suatu kualifikasi tertentu.
16

 

                                                           
15

 Sudikno Mertokusumo, “Bab-bab 

Tentang Penemuan Hukum”, (Yoyakarta: 

Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 2. 
16

 Hakim diberi kesempatan 

menggolongkan peristiwa-peristiwa hukum 
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Kualifikasi tertentu itu sesuatu yang 

abstrak. Pertimbangan tentang hal-hal 

yang konkrit diserahkan pada hakim 

 

D. Nilai-Nilai Dasar Hukum 

Berdasarkan anggapan tersebut 

di atas maka hukum tidak dapat kita 

tekankan pada suatu nilai tertentu saja, 

tetapi harus berisikan berbagai nilai, 

misalnya kita tidak dapat menilai 

sahnya suatu hukum dari sudut 

peraturannya atau kepastian 

hukumnya, tetapi juga harus 

memperhatikan nilai-nilai yang lain. 

Radbruch mengatakan bahwa 

hukum itu harus memenuhi berbagai 

karya disebut sebagai nilai dasar dari 

hukum. Nilai dasar hukum tersebut 

adalah: keadilan, kegunaan dan 

kepastian hukum..
17

 Sekalipun 

                                                                            
sebanyak-banyaknya di dalam suatu golongan, 

yakni golongan peraturan hukum itu. Yakni, 

hukum yang berlaku pada saat ini atau hukum 

yang berlaku pada saat yang tertentu. 

Misalnya, peraturan-peraturan hukum dalam 

KUH Pidana, peraturan-peraturan pemerintah 

daerah yang berlaku sekarang atau yang 

berlaku pada masa lalu sebagai hukum positif 

dan hukum alam serta hukum tidak tertulis 

lainnya. Peraturan hukum sebagai peraturan 

yang abstrak dan hypotetis, dengan demikian 

hukum itu harus tetap berguna (doelmatig). 

Agar tetap berguna hukum itu harus sedikit 

mengorbankan keadilan. E. Utrecht, 

“Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, 

(Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1962), hal. 24-28. 
17

 Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, 

(Bandung : Alumni, 1986), hal. 21. 

ketiga-tiganya itu merupakan nilai 

dasar dari hukum, namun di antara 

mereka terdapat suatu 

Spannungsverhaltnis (ketegangan), 

oleh karena di antara ketiga nilai dasar 

hukum tersebut masing-masing 

mempunyai tuntutan yang berbeda 

satu sama lainnya, sehingga ketiganya 

mempunyai potensi untuk saling 

bertentangan 

Seandainya kita lebih 

cenderung berpegang pada nilai 

kepastian hukum atau dari sudut 

peraturannya, maka sebagai nilai ia 

segera menggeser nilai-nilai keadilan 

dan kegunaan. Karena yang penting 

pada nilai kepastian itu adalah 

peraturan itu sendiri. Tentang apakah 

peraturan itu telah memenuhi rasa 

keadilan dan berguna bagi masyarakat 

adalah di luar pengutamaan nilai 

kepastian hukum. Begitu juga jika kita 

lebih cenderung berpegang kepada 

nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai 

ia akan menggeser nilai kepastian 

hukum maupun nilai keadilan, karena 

yang penting bagi nilai kegunaan 

adalah kenyataan apakah hukum 

tersebut bermanfaat atau berguna bagi 

masyarakat. Demikian juga halnya jika 

kita hanya berpegang pada nilai 

keadilan saja, maka sebagai nilai ia 
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akan menggeser nilai kepastian dan 

kegunaan, karena nilai keadilan 

tersebut tidak terikat kepada kepastian 

hukum ataupun nilai kegunaan, 

disebabkan oleh karena sesuatu yang 

dirasakan adil belum tentu sesuai 

dengan nilai kegunaan dan kepastian 

hukum.
18

 Dengan demikian kita harus 

dapat membuat kesebandingan di 

antara ketiga nilai itu atau dapat 

mengusahakan adanya kompromi 

secara proporsional serasi, seimbang 

dan selaras antara ketiga nilai 

tersebut.  

Keabsahan berlakunya hukum 

dari segi peraturannya barulah 

merupakan satu segi, bukan 

merupakan satu-satunya penilaian, 

tetapi lebih dari itu sesuai dengan 

potensi ketiga nilai-nilai dasar yang 

saling bertentangan. Apa yang sudah 

dinilai sah atas dasar persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh suatu 

peraturannya, bisa saja dinilai tidak 

sah dari kegunaan atau manfaat bagi 

masyarakat.  

Dalam menyesuaikan 

peraturan hukum dengan peristiwa 

konkrit atau kenyataan yang berlaku 

dalam masyarakat (Werkelijkheid), 
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 Ibid. 

bukanlah merupakan hal yang mudah, 

karena hal ini melibatkan ketiga nilai 

dari hukum itu. Oleh karena itu dalam 

praktek tidak selalu mudah untuk 

mengusahakan kesebandingan antara 

ketiga nilai tersebut. Keadaan yang 

demikian ini akan memberikan 

pengaruh tersendiri terhadap 

efektivitas bekerjanya peraturan 

hukum dalam masyarakat. Misalnya; 

seorang pemilik rumah menggugat 

penyewa rumah ke pengadilan, karena 

waktu perjanjian sewa-menyewa telah 

lewat atau telah berakhir sesuai 

dengan waktu yang diperjanjikan. 

Tetapi penyewa belum dapat 

mengosongkan rumah tersebut karena 

alasan belum mendapatkan rumah 

sewa yang lain sebagai tempat 

penampungannya. Ditinjau dari sudut 

kepastian hukum, penyewa harus 

mengosongkan rumah tersebut karena 

waktu perjanjian sewa telah lewat 

sebagaimana yang telah diperjanjikan. 

Apakah hal ini, dirasakan adil 

kalau si penyewa pada saat itu belum 

ada rumah lain untuk menampungnya? 

Dalam hal ini, hakim dapat 

memutuskan: memberi kelonggaran 

misalnya selama waktu 6 (enam) bulan 

kepada penyewa untuk mengosongkan 

rumah tersebut. Ini merupakan 
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kompromi atau kesebandingan antara 

nilai kepastian hukum dengan nilai 

keadilan, begitu juga nilai manfaat 

atau kegunaan terasa juga bagi si 

penyewa yang harus mengosongkan 

rumah tersebut. 

Adalah lazim bahwa kita 

melihat efektifitas bekerjanya hukum 

itu dari sudut peraturan hukumnya, 

sehingga ukuran-ukuran untuk menilai 

tingkah dan hubungan hukum antara 

para pihak yang mengadakan 

perjanjian itu, didasarkan kepada 

peraturan hukumnya. Tetapi 

sebagaimana dicontohkan di atas, jika 

nilai kepastian hukum itu terlalu 

dipertahankan, maka ia akan 

menggeser nilai keadilan.  

Kalau kita bicara tentang nilai 

kepastian hukum, maka sebagai nilai 

tuntutannya adalah semata-mata 

peraturan hukum positif atau peraturan 

perundang-undangan. Pada umumnya 

bagi praktisi hanya melihat pada 

peraturan perundang-undangan saja 

atau melihat dari sumber hukum yang 

formil.  

Sebagaimana diketahui 

undang-undang itu, tidak selamanya 

sempurna dan tidak mungkin undang-

undang itu dapat mengatur segala 

kebutuhan hukum dalam masyarakat 

secara tuntas. Adakalanya undang-

undang itu tidak lengkap dan 

adakalanya undang-undang itu tidak 

ada ataupun  tidak sempurna. Keadaan 

ini tentunya menyulitkan bagi hakim 

untuk mengadili perkara yang 

dihadapinya. Namun, dalam 

menjalankan fungsinya untuk 

menegakkan keadilan, maka hakim 

tentunya tidak dapat membiarkan 

perkara tersebut terbengkalai atau 

tidak diselesaikan sama sekali. 

 

E. Hubungan/Pertalian Hukum 

dan Keadilan 

Asumsi yang melatarbelakangi 

pembicaraan topik pada bagian ini 

ialah bahwa hukum bisa, atau, sering 

kali bertentangan dengan nilai 

keadilan. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan; bagaimana kaitan antara 

keduannya, serta dalam kondisi mana 

hukum sebagai perangkat paling khas 

dalam masyarakat modern untuk 

menciptakan tata kehidupan 

masyarakat dan melaksanakan 

kebijakan dapat dipakai untuk tujuan 

keadilan sosial. 

Meminjam pribahasa latin, 

berbunyi: fiat justisia et pereat 
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mundus (ruat coelum); yang artinya; 

hukum yang berkeadilan harus 

dilaksanakan sekalipun dunia harus 

kiamat (sekalipun juga langit runtuh 

karenanya).
19

 Pribahasa latin tersebut 

menyiratkan suatu komitmen yang 

sangat tinggi untuk mewujudkan 

keadilan di dalam kehidupan bersama. 

Kehidupan yang memiliki kehendak 

kuat untuk menyajikan seperangkat 

teks keadilan berdasarkan cita-cita 

hukum suatu bangsa. Lebih dari itu 

untuk meletakkan fondasi konseptual 

keadilan selalu dipaksa untuk 

berdaptasi dengan struktur sosial dan 

karakteristik problem sosialnya. Untuk 

alasan inilah, hukum sangat dinamis 

dalam mewujudkan keadilan sebagai 

hasil akhir dari nilai yang 

diperjuangkan. 

Dialektika hukum dan keadilan 

adalah permasalahan lama akan tetapi 

selalu menarik pertalian antar 

keduanya. Meskipun secara aktual, 

setiap kali kita dihadapkan dengan 

sikap kritis terhadap hukum dan 

keadilan, namun tidak dapat disangkal 

bahwa kehidupan bersama tetap 

memerlukan hukum dan keadilan itu. 

                                                           
19

 Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin 

Malian, Membangun Hukum Indonesia, Kreasi 

Total Media, Yogyakarta, 2008, hal 87. 

Pada dasarnya manusia selalu 

memerlukan keadilan, kebenaran dan 

hukum, karena hal itu merupakan nilai 

dan kebutuhan azasi bagi masyarakat 

manusia yang beradab. Keadilan 

adalah milik dan untuk semua orang 

serta segenap masyarakat dan tidak 

adanya keadilan akan menimbulkan 

kehancuran dan kekacauan keberadaan 

serta eksistensi masyarakat itu sendiri. 

Bahkan perbedaan sikap dan 

kebencian terhadap orang lain tidak 

boleh mengakibatkan sikap yang tidak 

adil.       

Apabila ditinjau dalam konteks 

yang lebih luas, pemikiran mengenai 

keadilan itu berkembang dengan 

pendekatan yang berbeda-beda, karena 

perbincangan tentang keadilan yang 

tertuang dalam banyak literatur itu, 

tidak mungkin tanpa melibatkan tema-

tema moral, politik, dan teori hukum 

yang ada. Oleh sebab itu menjelaskan 

mengenai keadilan secara tunggal 

hampir sulit untuk dilakukan.
20

  

Namun pada garis besarnya 

perdebatan mengenai keadilan terbagi 

atas dua arus pemikiran, yang pertama 

adalah keadilan metafisik, 

                                                           
20

 E. Fernando M. Manullang, 

Menggapai Hukum Berkeadilan, Buku 

Kompas, Jakarta, 2007 hal 96. 
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diungkapkan oleh Plato, kemudian 

dimensi keadilan rasional yang 

diwakili oleh Aristoteles. Keadilan 

yang rasional pada dasarnya mencoba 

menjawab prihal keadilan dengan cara 

menjelaskannya secara ilmiah. 

Sementara keadilan yang metafisik, 

mempercayai eksistensi keadilan 

sebagai sebuah kualitas atau suatu 

fungsi di atas dan di luar makhluk 

hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat 

dipahami menurut kesadaran manusia 

berakal.
21

 

Pemetaan dua arus pemikiran 

keadilan tadi, dalam kaitannya dengan 

transformasi sosial Karl Marx 

mengenai pemetaan kelas sosial. Marx 

memandang masyarakat sebagai suatu 

keseluruhan yang antagonistis. Dalam 

pandangan marx watak dasar yang 

antagonistis ini ditentukan oleh 

hubungan konflik antar kelas-kelas 

sosial yang kepentingan-

kepentingannya saling bertentangan 

dan tak dapat diuraikan karena 

perbedaan kedudukan mereka di 

dalam tatanan ekonomi.
22

 

Pertentangan kelas yang kemudian 
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 Ibid. 
22

A.A.G. Peters dan Koesriani 

Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan 

Sosial “Buku Teks Sosiologi Hukum Ke I”, 

Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal 

146. 

menimbulkan konflik sosial 

merupakan bagian penjelasan marx 

mengenai dinamika keadilan pada 

zaman itu. Bagaimana kelas pekerja 

dalam masyarakat kapitalis modern; 

tidak pernah diperhitungkan pada taraf 

kelas sosial yang sama, sehingga 

kedudukan mereka terkucilkan dari 

kelas sosial di atasnya. Oleh karena 

itulah ketimpangan keadilan ini dapat 

dilihat dengan rasionalisasi yang 

dilakukan oleh marx.    

Mengetengahkan tentang sifat 

relatifitas hukum dan keadilan 

sebagaimana dikemukakan oleh 

Kusumohamidjojo, bahwa oleh 

karena hukum adalah kenyataan yang 

melekat pada manusia yang terus 

menerus berubah, maka kaidah-kaidah 

normatif yang menjadi muatan hukum 

selalu bersifat relatif, dengan akibat 

bahwa ketertiban umum serta benang 

merah keadilan yang harus 

dihasilkannya juga selalu bersifat 

relatif, sehingga terus-menerus 

menjadi objek kontemplasi, justru 

untuk terus menempatkannya dalam 

konteks yang kontemporer.
23
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Ketertiban Yang Adil, Grassindo, Jakarta, 

1999, hal 222.  
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Sifat relativitas keadilan yang 

diungkapkan di atas, merupakan 

ragam dalam pemberian makna secara 

konseptual terhadap nilai keadilan. 

Jhon Rawls misalnya,
24

 teori keadilan 

sosial bertujuan memberikan dasar-

dasar bagi kerja sama sosial 

masyarakat bangsa pluralistik modern. 

Berbeda dari masyarakat tradisional, 

mereka berpendapat masyarakat 

modern tak terelakkan menjadi 

masyarakat pluralistik dengan 

kepentingan dan anutan nilai hidup 

berbeda-beda, bahkan mungkin 

bertentangan. Bagaimanapun 

pengaturan masyarakat pluralistik 

modern itu tidak boleh didasarkan atas 

suatu anutan nilai hidup tertentu, 

melainkan harus-lah dikendalikan oleh 

prinsip yang menjamin dan 

mengekspresikan kepentingan 

bersama. Prinsip itu adalah keadilan 

sosial. 

Konsep keadilan menurut 

rawls, ialah suatu upaya untuk 

mentesiskan paham liberalisme dan 

sosialisme. Sehingga secara 

konseptual rawls menjelaskan keadilan 

sebagai fairness, yang mengandung 
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 Bur Susanto, Keadilan Sosial 

“Pandangan Deontologis Rawls dan 

Habermas”, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2005, hal 19-20. 

asas-asas, “bahwa orang-orang yang 

merdeka dan rasional yang 

berkehendak untuk mengembangkan 

kepentingan-kepentingannya 

hendaknya memperoleh suatu 

kedudukan yang sama pada saat akan 

memulainya dan itu merupakan syarat 

yang fundamental bagi mereka untuk 

memasuki perhimpuan yang mereka 

hendaki.
25

 

Namun secara umum, unsur-

unsur formal dari keadilan yang 

dikatakan oleh rawls pada dasarnya 

harus memenuhi nilai unsur hak dan 

unsur manfaat. Dengan nilai keadilan 

yang demikian, yang dikaitkan dengan 

unsur hak dan manfaat-ditambah 

bahwa dalam diskursus hukum, perihal 

realisasi hukum itu berwujud lahiriah, 

tanpa mempertanyakan terlebih dahulu 

itikad moralnya. Maka nilai keadilan 

di sini mempunyai aspek empiris juga, 

di samping aspek idealnya. 

Maksudnya adalah diaktualisasikan 

secara konkret menurut ukuran 

manfaatnya.
26

 

Memang dapat dipahami 

bahwa cukup sulit untuk dapat 

mewujudkan kesesuaian antara 
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idealitas dengan realitas. Bahwa 

paradoks antara idealitas hukum 

dengan realitas sosial yang banyak 

terjadi dalam masyarakat kita dewasa 

ini menilik pertalian hukum dan 

keadilan mengalami disorientasi. 

Walaupun keduanya memiliki kausa 

yang positif bila dapat diwujudkan 

dengan benar. Disinilah nilai keadilan 

berfungsi menentukan secara nyata, 

dinamika hukum dalam realitas sosial, 

dan sebagai konsekuensinya hukum 

harus dilihat dari ruang sosial yang 

lebih luas.  
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C. Kesimpulan 

1. Sebagai filsafat, filsafat hukum 

semestinya memiliki sikap 

penyesuaian terhadap sifat-

sifat, cara-cara dan tujuan-

tujuan dari filsafat pada 

umumnya. Di samping itu, 

hukum sebagai obyek dari 

filsafat hukum akan 

mempengaruhi filsafat hukum. 

Dengan demikian secara timbal 

balik antara filsafat hukum dan 

filsafat saling berhubungan. 

2. Secara sederhana dapat 

dikatakan bahwa filsafat 

hukum adalah cabang filsafat, 

yaitu filsafat tingkah laku atau 

etika, yang mempelajari 

hakikat hukum. Dengan 

perkataan lain, filsafat hukum 

adalah ilmu yang mempelajari 

hukum secara filosofis. Jadi 

objek filsafat hukum adalah 

hukum, dan objek tersebut 

dikaji secara mendalam sampai 

kepada inti atau dasarnya, yang 

disebut hakikat. 
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